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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan khususnya narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga 

Pemasyarakatan Kabupaten Dompu belum berjalan dengan baik karena 

berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala-kendala 

tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga medis di Lapas dan 

lamanya proses perijinan pemindahan narapidana ke Lapas terdekat 

yang mempunyai fasilitas dan tenaga medis untuk menangani sakit 

berat. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi 

pihak  lapas tersebut adalah : 

1. Tidak terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan            

pelayanan kesehatan yang optimal dan perawatan khusus 

dalam hal ini narapidana yang menderita sakit berat. 

2. Lamanya proses perijinan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kebupaten Dompu sehingga membuat penanganan lebih 

lanjut untuk para narapidana yang menderita sakit berat 

menjadi terhambat. 

 



 

 

47 
 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan 

Kabupaten Dompu : 

1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu 

di isi sesuai dengan jumlah kapasitasnya yaitu 148 orang 

agar proses pemberian hak pelayanan kesehatan kepada 

para narapidana berjalan lebih efektif. 

2. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten 

Dompu menambahkan jumlah tenaga medis seperti 

dokter dan perawat agar proses pelayanan kesehatan 

berjalan lebih maksimal. 

3. Diharapkan untuk pimpinan Lembaga Pemasyarakatan 

Kabupaten Dompu lebih memperhatikan proses 

pemberian ijin pemindahan narapidana yang menderita 

sakit berat agar narapidana tersebut dapat ditangani 

secara cepat. 
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